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PERATURAN DESA GIRIWONDO
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2019-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GIRIWONDO,

	Menimbang 
	:
	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa, perlu menyusun Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2025.

	
	
	

	
	
	

	Mengingat
	:
	1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa dan Kerjasama Desa;
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	






Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GIRIWONDO
dan
KEPALA DESA GIRIWONDO

MEMUTUSKAN :
	Menetapkan
	:
	PERATURAN DESA GIRIWONDO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2019-2025.

	
	
	



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakt setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa  atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BadanPermusyawaratanDesa.
6. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 2
RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desase bagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan 6 (enam) tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2025.

Pasal 3
(1) RPJMDesa sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 disusun dengan sistematikase bagaiberikut:
a. BAB I    : Pendahuluan
b. BAB II   : GambaranUmumDesa
c. BAB III  : Masalah dan Potensi
d. BAB IV  : RPJM Desa
e. BAB V   : Penutup
(2) Uraian secara rinci RPJMDesa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desaini. 

Pasal 4
(1) RPJMDesa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2025 dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Karanganyar.
(2) RPJMDesa merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakat-an, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa.
(3) RPJMDesa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objetif Desa dan prioritas pembangunan Kabupaten.
(4) RPJMDesa sebagai pedoman dalam penyusunan
Rencana Kerja PemerintahDesa.
Pasal 5
RPJMDesa dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Desa.

BAB III
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKAMENENGAH DESA 

Pasal 6
(1) Perubahan RPJMDesa hanya dapat dilakukan apabila:
a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisise konomi, dan/atau kerusuhan social yang berkepanjangan; atau
b. Terdapat perubahan mendasaratas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten. 
(2) Perubahan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan RPJM Desa ini akan diatur oleh PeraturanKepalaDesa dan KeputusanKepalaDesa.

Pasal 8
(1) Peraturan Desa tentang RPJM Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
(2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Giriwondo
Pada tanggal 20 Juni 2019	
KEPALA DESA GIRIWONDO


S U L A R N O
Diundangkan di Desa Giriwondo
Pada tanggal 20 Juni 2019
Sekretaris Desa


Bayu Anggoro

Lembaran Desa Giriwondo Tahun 2019 Nomor 3


















KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA GIRIWONDO KECAMATAN JUMAPOLO
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 7 TAHUN  2019
TENTANG
 KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESATAHUN 2019-2025
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GIRIWONDO,
Menimbang		:a.	bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6
Tahun  2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat Desa melalui pembangunan dalam skala Desa;
b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala Desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat, Operasional Pemerintah Desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penyelenggara Pemerintah Desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa  Giriwondo  Tahun 2019-2025;
d. Bahwa sebelum Peraturan Desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati RPJM Desa2019-2025 antara Kepala Desa dan BPD sesuai dengan berita acara Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa2019-2025;
e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD;
Mengingat	:	1. Undang-UndangNomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor7 );
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa dan Kerjasama Desa;
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa.

MEMUTUSKAN
	Menetapkan 
	:
	

	KESATU
	:
	MEMBAHAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) TAHUN 2019–2025 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.

	KEDUA      
	:
	MENYEPAKATI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) TAHUN 2019-2025 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.

	KETIGA
	:
	Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan



	
	Disepakati di Giriwondo
Pada Tanggal 20 Juni 2019

	
	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA  Giriwondo
KETUA


S U K A T N O





BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR   ...../DS-GIRIWONDO/2019
NOMOR   ...../BPD- GIRIWONDO/2019
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA GIRIWONDO,
TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG RENCANA JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2019-2025
Pada hari ini Kamis  Tanggal Dua Puluh Bulan Juni 
Tahun Dua Ribu Sembilan Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Sularno	: Kepala Desa Giriwondo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Giriwondo selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Sukatno	: Ketua BPD Desa Giriwondo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Giriwondo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Menyatakan bahwa :
1. 	PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati RPJM Desa
Tahun 2019-2025 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini;
2.	PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baikpenyesuaian dan perubahan RPJM Desa Tahun 2019-2025 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini;
3.	PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPJM Desa Tahun 2019-2025  selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini; dan
4.	PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Jumapolo untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

	Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


	PIHAK PERTAMA



( S U L A R N O )

	PIHAK KEDUA



( S U K A T N O )

























BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
NOMOR .............../.................. TAHUN 2019

TENTANG
PEMBAHASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESATAHUN 2019-2025

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Bulan Juni 
Tahun Dua Ribu Sembilan belas, bertempat di Desa Giriwondo
Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar dengan dihadiri  oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RPJM Desa) Tahun Anggaran 2019-2025
Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati RPJM Desa 2019-2025 dengan rincian sebagai berikut :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 
	1
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa & Perangkat Desa

	2
	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

	3
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)

	4
	Penyediaan Tunjangan & Operasional  BPD

	5
	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

	6
	Pemberian Jasa Pengabdian kepada Aparat Pemerintah Desa

	7
	Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa & Perangkat

	8
	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan

	9
	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa

	10
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)

	11
	Pengelolaan Aset Desa

	12
	Pelayanan administrasi umum & Kependudukan

	13
	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa

	14
	Pembentukan dan fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin

	15
	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)

	16
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)

	17
	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)

	18
	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa

	19
	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat

	20
	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa

	21
	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD

	22
	Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa

	23
	Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa

	24
	Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes

	25
	Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes

	26
	Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Desa


	
B. Bidang Pembangunan

	1
	Penyelenggaran PAUD/TK(Honor,Seragam,Operasional)

	2
	Dukungan Sarana Penyelenggaran PAUD (Pengadaan LAPTOP)

	3
	Pemeliharan Sarana & Prasarana PUD,TK,TPA

	4
	Pembangunan Ruang TK Giriwondo 01

	5
	Pembangunan Ruang Perpustakaan Desa

	6
	Pengelolan Perpustakaan Milik Desa

	7
	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni Dan Belajar 

	8
	Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/beprestasi

	9
	Penyediaan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin

	10
	Penyelenggaran Posyandu(pmt,kelas bumil,kelas lansia,intensif kader)

	11
	Penyuluhan&Pelatihan Bidang Kesehatan

	12
	Penyelenggaran Desa Siaga Kesehatan / DS3

	13
	Pengasuhan bersama /  Bina Keluarga Balita(BKB)

	14
	Pembangunan Wastafel & Tempat Sampah

	15
	Pengadaan Inventarisasi Posyandu

	16
	Pengadaan Sarana & Prasarana Posyandu Serta Polindes

	17
	Pembangunan dan Rehap PKD

	18
	Pemeliharan Jalan Desa

	19
	Pemeliharan Gedung Balai Desa

	20
	Pemeliharaan Gapura & Batas Desa

	21
	Pengerasan Aspal Jalan 

	22
	Pembangunan Jalan Tembus Rt.002 s/d Rt.003

	23
	Pembangunan Jalan Tembus Rt.004 s/d Rt.006

	24
	Pembangunan Jalan Tembus

	25
	Pengerasan Rabat Beton Jalan

	26
	Pengerasan Rabat Beton Berm Jalan

	27
	Pengerasan Aspal Jalan 

	28
	Pengerasan Rabat Beton Jalan

	29
	Pengerasan Rabat Beton Berm Jalan

	30
	Pengerasan Aspal Jalan 

	31
	Pengerasan Rabat Beton Jalan

	32
	Pengerasan Rabat Beton Berm Jalan

	33
	Pengerasan Aspal Jalan 

	34
	Pengerasan Rabat Beton Jalan

	35
	Pengerasan Rabat Beton Berm Jalan

	36
	Pengerasan Rabat Beton Berm Jalan

	37
	Pengerasan Rabat Beton Jalan

	38
	Pengerasan Aspal Jalan 

	39
	Pengerasan Rabat Beton Jalan

	40
	Pengerasan Aspal Jalan 

	41
	Pengerasan Aspal Jalan 

	42
	Pengerasan Rabat Beton Jalan

	43
	Pengerasan Rabat Beton Berm Jalan

	44
	Pembangunan Jembatan & Talud

	45
	Peningkatan Pelebaran Jembatan 

	46
	Peningkatan Pelebaran Jembatan 

	47
	Peningkatan Pelebaran Jembatan 

	48
	Pembangunan Talud Jalan

	49
	Pembangunan Talud Jalan

	50
	Pembangunan Talud Jalan

	51
	Pembangunan Talud Jalan

	52
	Pembangunan Talud Jalan

	53
	Pembangunan Talud Jalan

	54
	Pembangunan Talud Jalan

	55
	Pembangunan Talud Jalan

	56
	Pembangunan Talud Jalan

	57
	Pembangunan Talud Jalan

	58
	Pembangunan Talud Jalan

	59
	Pembangunan Talud Jalan

	60
	Pembangunan Talud Saluran Irigasi

	61
	Pembangunan Talud Jalan

	62
	Pembangunan Talud Jalan

	63
	Pembangunan Talud Jalan

	64
	Pembangunan Talud Jalan

	65
	Pembangunan Talud Jalan

	66
	Pembangunan Talud Jalan

	67
	Pembangunan Talud Jalan

	68
	Pembangunan Talud Jalan

	69
	Pembangunan Talud Jalan

	70
	Pembangunan Talud Jalan

	71
	Pembangunan Talud Jalan

	72
	Pembangunan Talud Jalan

	73
	Pembangunan Talud Jalan

	74
	Pembangunan Talud Jalan

	75
	Pembangunan Talud Jalan

	76
	Pembangunan Talud Jalan

	77
	Pembangunan Talud Jalan

	78
	Pembangunan Talud Jalan (Makam)

	79
	Pembangunan Talud Jalan 

	80
	Pembangunan Saluran Drainase

	81
	Pembangunan Saluran Drainase

	82
	Pembangunan Saluran Drainase

	83
	Pembangunan Saluran Drainase

	84
	Pembangunan Saluran Drainase

	85
	Pembangunan Saluran Drainase

	86
	Pembangunan Gorong-Gorong

	87
	Pembangunan Gorong-Gorong

	88
	Pembangunan Bok Deker

	89
	Pembangunan Gedung Serba Guna Lanjutan

	90
	Pembangunan Dapur&Rehap Kantor  PKK Desa

	91
	Pembangunan Pagar dan talud Balai Desa

	92
	Pembangunan Kantor LPMD,KPMD&BUMDES

	93
	Pembangunan Kantor Karang Taruna&LINMAS

	94
	Pembangunan Balai Pertemuan & Pos Kamling

	95
	Pembangunan Balai Pertemuan & Pos Kamling

	96
	Pembangunan Balai Pertemuan&Lumbung dsn

	97
	Pembangunan Balai Pertemuan&Lumbung dsn

	98
	Pembangunan Balai Pertemuan&Lumbung dsn

	99
	Pembangunan Balai Pertemuan&Lumbung dsn

	100
	Pembangunan/Rehabilitasi Makam Dusun

	101
	Pembangunan/Rehabilitasi Makam Dusun

	102
	Pembangunan/Rehabilitasi Makam Dusun

	103
	Pemutakhiran Peta Wilayah & Sosial Desa

	104
	Pembangunan Embung Desa

	105
	Pembangunan Gapura Masuk Dusun

	106
	Pembangunan Saluran Irigasi

	107
	Pembangunan dam Irigas (Utara Sringin)

	108
	Pembangunan Saluran Irigasi & Rehap Dam

	109
	Pembangunan Saluran Irigasi & Stor Dam

	110
	Pembangunan Talud Saluran Irigasi &dam DI Tempuran

	111
	Pembangunan Saluran Irigasi & Stor Dam DI Teges

	112
	Pembangunan RTLH & Jambanisasi 

	113
	Pembangunan RTLH & Jambanisasi 

	114
	Pembangunan RTLH & Jambanisasi 

	115
	Pembangunan RTLH & Jambanisasi 

	116
	Pembangunan RTLH & Jambanisasi 

	117
	Pembangunan RTLH & Jambanisasi 

	118
	Pembangunan RTLH & Jambanisasi 

	119
	Pemeliharaan Sumber Air Bersih(Mata air,Sumur bor)

	120
	Pemeliharaan Sumber Air Bersih(Mata air,Sumur bor)

	121
	Pemeliharaan Sumber Air Bersih(Mata air,Sumur bor)

	122
	Pemeliharaan Sumber Air Bersih(Mata air)

	123
	Pemeliharaan Sumber Air Bersih(Mata air,Sumur bor)

	124
	Pemeliharaan Sumber Air Bersih(Mata air,Sumur bor)

	125
	Pemeliharaan Sumber Air Bersih(Mata air,Sumur bor)

	126
	Pembangunan Sumur Bor dan Pipanisasi

	127
	Pembangunan Pipanisasi

	128
	Pembangunan Pipanisasi

	129
	Pembangunan sanitasi (wastafel&Pembuangan air limbah rumahtangga)

	130
	Pembangunan sanitasi (wastafel&Pembuangan air limbah rumahtangga)

	131
	Pembangunan sanitasi (wastafel&Pembuangan air limbah rumahtangga)

	132
	Pembangunan sanitasi (wastafel&Pembuangan air limbah rumahtangga)

	133
	Pembangunan sanitasi (wastafel&Pembuangan air limbah rumahtangga)

	134
	Pembangunan sanitasi (wastafel&Pembuangan air limbah rumahtangga)

	135
	Pembangunan sanitasi (wastafel&Pembuangan air limbah rumahtangga)

	136
	Pembangunan Penampungan Sampah Desa

	137
	Pembangunan Lapangan Volly&Taman Bermain

	138
	Pembangunan Lapangan Volly&Taman Bermain

	139
	Pembangunan Lapangan Volly&Taman Bermain

	140
	Pembangunan Lapangan Volly&Taman Bermain

	141
	Pembangunan Lapangan Volly&Taman Bermain

	142
	Pembangunan Lapangan Volly&Taman Bermain

	143
	Pembangunan Lapangan Volly&Taman Bermain

	144
	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa

	145
	Pelatihan Tentang Lingkungan hidup & Kehutanan

	146
	Penyelenggaran Informasi Publik (Pembuatan poster/Baliho Penetapan,LPJ APBDesa,DLL)

	147
	Pengadaan sambungan listrik rumah

	148
	Pengadaan Jaringan Internet Masuk Desa

	149
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa

	150
	Pembangunan kandang ternak komunal untuk Instalasi Bio gas

	151
	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Tenaga Surya

	152
	Pembangunan Sarana Wisata dan Prasarana Wisata Desa

	153
	Study Banding Tempat Wisata Edukatif


	
C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
	1
	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban

	2
	Pelatihan LINMAS

	3
	Pengadaan Seragam dan Perlengkapan LINMAS Desa 

	4
	Operasional LINMAS

	5
	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban

	6
	Pengadaan Perlengkapan LINMAS dan Poskamling
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